




 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional; 

f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19);  

g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) Sebagai Bencana Nasional; 

h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang 

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020; 

j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali 

sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 

2019 di Wilayah Jawa dan Bali;   

k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019;  

l. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 

Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri 

dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 



 

 

 

5. Isi Edaran. 

a. Mengubah ketentuan pada huruf a yaitu di antara angka 6) (enam) 

dan angka 7) (tujuh) disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 6a) 

dan 6b) yang berbunyi sebagai berikut: 

6a) perjalanan rutin dengan moda transportasi darat serta sungai, 

danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi 

perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 6), hanya berlaku 

untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 

6b) perjalanan rutin dengan moda transportasi darat serta sungai, 

danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi 

perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 6a) wajib 

dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa: 

a) Surat Tanda Registrasi Pekerja atau Surat Keterangan lainnya 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan/atau 

b) surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan 

atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan 

berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik. 

 

b. Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota, Satuan Tugas Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pusat dan daerah, unit 

pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat, dan penyelenggara/operator prasarana transportasi darat 

melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Surat Edaran ini. 

 

c. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif pada tanggal 12 Juli 2021 

sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai 

dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan. 

 

 

 

 




